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ABSTRAK

Judul Tesis : Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional
Indonesia dan ASEAN dalam Mendukung Integrasi

Ekonomi ASEAN
Nama Mahasiswa : Andrian
NIM 1207222006
Kata Kunci : Kepailitan Lintas Batas; ASEAN; Harmonisasi

Isi Abstrak

Globalisasi dalam sektor ekonomi mengakibatkan pertumbuhan perusahaan-
perusahaan multinasional. Akibatnya, ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan
multinasional tersebut, maka aset-aset perusahaan tersebut yang tersebar di
beberapa negara akan menjadi harta pailit yang nantinya akan dieksekusi.
Permasalahannya adalah di regulasi kepailitan di Indonesia saat ini tidak
mengakomodasi pelaksanaan kepailitan lintas batas. Begitupun juga dengan
negara-negara di ASEAN, kecuali Singapura, Filipina, dan Myanmar yang telah
mengadopsi model law kepailitan lintas batas yang diterbitkan UNCITRAL.
Kondisi yang terjadi di Indonesia sehingga kepailitan lintas batas tidak dapat
dilaksanakan adalah disharmonisasi antara undang-undang kepailitan dengan
hukum acara perdata dan hukum perdata internasional. Sedangkan kondisi yang
terjadi di ASEAN adalah diversitas hukum kepailitan diantara negara-negara
anggota ASEAN, schingga mengakibatkan ketidakpastian hukum kepailitan.
Sementara itu, sejak tahun 2007 ASEAN telah mendeklarasikan cita integrasi
ekonomi regional, yang mana sepatutnya didukung oleh hukum ekonomi yang
terunifikasi. Oleh karena itulah, regulasi kepailitan lintas batas regional akan
menjadi salah satu aspek hukum yang perlu diunifikasi untuk mencapai integrasi
ekonomi ASEAN. Untuk meneliti urgensi pembentukan kepailitan lintas batas
regional ASEAN, penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu
pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Dengan
menggunakan beberapa pendekatan tersebut, diharapkan terdapat solusi bagi
Indonesia untuk meniadakan aspek teritorialitas kepailitan dengan melakukan
harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Diharapkan juga terdapat
solusi bagi Indonesia dan ASEAN untuk mengisi kekosongan hukum kepailitan
lintas batas dengan pembentukan regulasi kepailitan lintas batas regional, yang
mana dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional setiap negara
anggota melalui pendekatan modified universalism. Pembentukan regulasi tersebut
dapat merujuk pada praktik-praktik internasional tentang kepailitan lintas batas
diantaranya pengadopsian model law dan regulasi kepailitan regional Uni Eropa.



ABSTRACT

Theses Title : The Urgency of Regional Cross Border Insolvency
Regulation in Indonesia and ASEAN to Bolster ASEAN
Economic Integration
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Student’s ID : 207222006
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Abstract’s Substance

Globalization in the economic sector has resulted in the growth of multinational
companies. As a result, when bankruptcy occurred for that multinational company,
the company's assets that established across several countries will become
bankruptcy assets which will later be executed. The problem is that current
bankruptcy regulation in Indonesia does not accommodate the implementation of
cross border bankruptcy. Likewise with countries in ASEAN, except Singapore, the
Philippines and Myanmar which have adopted the cross-border bankruptcy model
law that published by UNCITRAL. The condition that occurs in Indonesia so that
cross border bankruptcy cannot be implemented is the disharmony between
bankruptcy law, civil procedural law and international private law. Meanwhile, the
condition that occurs in ASEAN is the diversity of bankruptcy law among ASEAN
member countries, resulting in uncertainty in bankruptcy law. Meanwhile, since
2007 ASEAN has declared its goal of regional economic integration, which should
be supported by a unified economic law. For this reason, regional cross border
bankruptcy regulations will be the one of the legal aspects that needs to be unified
to achieve ASEAN economic integration. To examine the urgency of establishing
ASEAN regional cross border bankruptcy, this legal research uses several
approaches, namely a conceptual approach, a comparative approach, and a case
approach. By using several of these approaches, it is hoped that there will be a
solution for Indonesia to eliminate the territorial aspect of bankruptcy by
harmonizing bankruptcy act and related regulations. It is also hoped that there will
be a solution for Indonesia and ASEAN to fill the void in cross border bankruptcy
law by establishing regional cross border bankruptcy regulations, which can
balance the national and international interests of each member country through a
modified universalism approach. The legislation of this regulation can refer to
international practices rvegarding cross border bankruptcy, including the adoption
of model laws and European Union regional bankruptcy regulation.
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